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RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  6   TAHUN  2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang   :	bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Mengingat	:	1. 	Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali,  Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56  Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57  Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan  Dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor  18  Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : 	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1 
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berupa Laporan Keuangan yang memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Perubahan SAL
c. Neraca;
d. Laporan Operasional 
e. Laporan Arus Kas 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  a adalah sebagai berikut :
[bookmark: OLE_LINK1]a.	Pendapatan		Rp. 	4.941.246.974.628,53
b.	Belanja dan Transfer	Rp.	5.239.531.399.449,77
			Surplus/Defisit	(Rp.  298.284.424.821,24)
c.	Pembiayaan
	Penerimaan	Rp. 393.404.057.274,73
	Pengeluaran	Rp.	                        0,00
	Pembiayaan Netto	Rp.  393.404.057.274,73
d. SiLPA 	Rp.    95.119.632.453,49
Pasal 3
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah                      (Rp419.255.975.240,47) dengan rincian sebagai berikut :
1.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan 	Rp5.360.502.949.869,00
2.	Realisasi		Rp4.941.246.974.628,53
		Selisih Kurang                                 Rp (419.255.975.240,47)


b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp.553.641.199.142,96) dengan rincian sebagai berikut :
1.	Anggaran Belanja dan Transfer setelah 
perubahan	Rp.5.793.172.598.592,73
2.	Realisasi	Rp.5.239.531.399.449,77
		Selisih Kurang	Rp. (553.641.199.142,96)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah                  (Rp134.385.223.902,49) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Surplus/Defisit setelah 
perubahan	Rp.  (432.669.648.723,73)
2.	Realisasi	Rp.  (298.284.424.821,24)
			         Selisih Kurang	Rp.  (134.385.223.902,49)

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar (Rp39.265.591.449,00) dengan rincian sebagai berikut :
1.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan
	setelah perubahan	Rp.    432.669.648.723,73
2.	Realisasi	Rp.	  393.404.057.274,73
		Selisih Kurang  	Rp.    (39.265.591.449,00)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan     sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
	setelah perubahan	Rp. 	    		       0,00
2.	Realisasi	Rp. 	    		       0,00
			         Selisih	Rp.                            0,00                     

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah      (Rp39.265.591.449,00) dengan rincian sebagai berikut :
1.	Anggaran Pembiayaan Netto
	setelah perubahan	Rp. 	   432.669.648.723,73
2.	Realisasi	Rp.	   393.404.057.274,73
			         Selisih Kurang	Rp.     (39.265.591.449,00)
Pasal  4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal 	Rp. 253.193.739.723,73
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 
    Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp. 253.179.648.723,73
                      Sub Total	Rp.         14.091.000,00	
c. SiLPA/SiKPA 	Rp.   95.119.632.453,49
                      Sub Total	Rp.   95.133.723.453,49
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan
    Tahun Sebelumnya 	Rp.                         0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir 	Rp.   95.133.723.453,49

Pasal  5
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :
a. Jumlah Aset 	Rp.12.517.162.634.762,46
b. Jumlah Kewajiban 	Rp.     194.562.284.044,33
c. Jumlah Ekuitas	Rp.12.322.600.350.718,13
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 	Rp.12.517.162.634.762,46
           
Pasal 6
Laporan Operasional Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan 					Rp. 5.020.893.582.727,46
b. Beban 					Rp. 4.752.202.969.153,59
    Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp.    268.690.613.573,87
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan 
    Non Operasional					(Rp.   953.798.965.304,99)
    Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa	(Rp.   685.108.351.731,12)
d. Pos Luar Biasa					(Rp.       4.319.412.887,00)
			Surplus/Defisit-LO                      (Rp.   689.427.764.618,12)

Pasal 7
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun  2018 sebagai berikut :
a. Saldo Kas Awal BUD Per 1 Jan Th. 2018    Rp   229.022.221.456,22
b. Kenaikan / Penurunan Kas	(Rp.  192.068.887.529,22)
Terdiri dari 
· Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Operasi	 Rp. 548.446.076.148,37

· Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Investasi	Rp   (740.631.563.654,69)
· Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Pendanaan	Rp                             0,00
· Arus Kas Bersih dari Aktivitas 
Transitoris	Rp           116.599.977,10
c. Saldo Kas Akhir BUD Per 31 Des. 2018	Rp   36.953.333.927,00
d. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 	Rp           5.821.938,00
e. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 	Rp        117.278.741,00
f. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp 	  31.988.927,90
g. Saldo Akhir Kas di BLUD 	Rp   56.338.174.947,49
h. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS	Rp     2.013.423.400,85
i. Saldo Akhir Kas 	Rp   95.460.021.882,24
Pasal  8
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :
a. Ekuitas Awal					Rp.  13.050.156.061.036,80
b. Surplus/Defisit LO				(Rp.     689.427.764.618,12)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :
c. Selisih Revaluasi Aset Tetap		Rp.                              0,00  
d. Koreksi Aset Tetap				Rp.          1.266.220.000,00
e. Koreksi Nilai Pokok Investasi Non 
     Permanen					Rp.          		       0,00
f. Koreksi Penyisihan Piutang 
Tahun 2018					Rp                  8.332.105,00 
g. Koreksi Penyisihan Investasi Non
Permanen					Rp.                              0,00
h. Koreksi Nilai Piutang Tahun 2018	(Rp       39.403.431.061,00)
i. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan 
     Amortisasi Tahun 2018			(Rp.                  366.664,51)
j. Koreksi Hutang Beban Tahun 2018	Rp.                               0,00
k. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	
	th 2018					Rp.                               0,00
l. Koreksi Hutang Jangka Pendek		Rp.                 1.299.920,00
m. Koreksi Jasa Giro				Rp.                               0,00
n. Koreksi Beban Barang dan Jasa		Rp.                               0,00
o. Ekuitas Akhir					Rp.  12.322.600.350.718,13
Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,  terdiri dari :
a. Lampiran I 	:  Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1 	: 	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut  urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	: 	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	: 	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,program dan kegiatan;
Lampiran I.4	: 	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
b. Lampiran II	:  Laporan Perubahan SAL 
c. Lampiran III	:	 Laporan Operasional
d. Lampiran IV	:  Laporan Perubahan Ekuitas
e. Lampiran V	:  Neraca
f. Lampiran VI	:  Laporan Arus Kas 
g. Lampiran VII	:  Catatan Atas Laporan Keuangan
h. Lampiran VIII	: 	Daftar rekapitulasi piutang daerah  
i. Lampiran IX	: 	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
		 tertagih
j. Lampiran X	:  Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan
		 dana bergulir 
k. Lampiran XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan 
		pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap			
n. Lampiran XIV	:  Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya.
p. Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;	
s. Lampiran XIX	:	Daftar kegiatan – kegiatan  yang  belum  			sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali
		dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX	:	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
		Daerah/Perusahaan Daerah.	
Pasal  11
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.




Pasal 12
Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 
Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Agustus 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

	

     H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 7 Agustus  2019
PENJABAT  SEKRETARIS  DAERAH 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 
	
             H. ISWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 6-185/2019

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 




